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Tesisini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program
Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi
Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program
P3DT yang dilaksanakan sgjak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan
(P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan
masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan
peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan parainforman, observas dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga
menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel
yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan,
Camat Pegasing, Kepala Desa, K etua sekretaris dan anggota OM S, Tokoh Masyarakat dan Warga
masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan
program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OM S
terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang
diawali segjak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor
Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OM S berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat
masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa
Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat
bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan
volume kerja. Namun OMS Al-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat.

Daam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OM S yang telah memiliki kepercayaan dari
warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat,
tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OM S memberikan kesempatan kepada peserta
pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan
secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan slang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok
pel aksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan
siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan
dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing
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desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan
ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta
partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan).

Daam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat
yang dirasakan oleh masing-masing anggota OM S yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominas
tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya
beberapa pengurus OM S dan anggota OM S tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih
dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan
oleh masing-masing OM S adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk
perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan
adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah.



